Disclaimer
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PUTUSAN

Nomor 1823/PdLG/2016/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
lerlenlu pada lingkal perlama dalam sidang majelis telah menjalubkan pulusan
perkara cerai gugat antara:

Hajnah binti Ibrahim, umur 50 tahun, agama |slam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempatl kediaman di Dusun
Durian RT.006 RW. 002 Desa Sanolo
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya
disebut sebagai "Pengagugat™
Melawan
A Bakar bin Yasin, umur 50 tahun, agama |slam, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di RT.002 RW. 001 Desa iLeu
Kecamatan Eolo Kabupaten Bima,
sefanjutnya disebut sebagai "Tergugat”;
melawan
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajar surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam sural permobonannya lanogal 02 Nopember

2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan MNomor

1623/Pdt GI20MG/PA Bm tanggal 02 Nopember 2016 dengan  dadil-dalil

gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Januari 1983, Penggugat dengan Tergugat
medangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.08.2 / Pw.01 /1118 / 2015 tanggal 10
Mopember 2015;

2. Bahwa, seitelah pemikahan tersebul Penggugat dengan Tergugat
berternpat tinggal di rumah milik bersama di Desa Leu Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima selama 33 fahun ;. Selama pemikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan dikaruniai ¥ crang anak bernama .,

a. 1. Muhdar (L), 2. Ade Fardiansyah (L), 3. Firman (L}, 4. Endang
Kurniawati (P}, 5. Siti Nur (P}, 7 . Fantrin {L) ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugal dengan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara
fain :

&. Tergugat suka minum-minuman keras dan berpacaran |
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b. Tergugat suka berkata kasar, sering membentak Penggugat dan tidak
biza ditegur ;

c. Tergugat menuduh Pengggugat, sebagai perempuan yang tidak baik ;

d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam |

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2.016 yang
akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu
pula antara Penggugat dan Tergugal sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,

tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

n

Bahwa Penggugat dengan Tergugal sudah perah diupaya damaikan oleh

keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

f. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar narma hukum dan noma agama maka perceraian
merupakan alternatif terskhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi -

e — T —

Dalam Petitum

A. Primayp!

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (A. Bakar bin Yasin)

Terhadap Pengougat (Hajnah binti lbrahim);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
B. Subsidair:
Dan atau menjatuhkan putusan fain yang seadil-adiinya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadic di muka sidang dan Majelis Hakim telab
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008

iajelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugal unilk menempuh
proses mediasi dengan mediator ;
ﬁ Bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak jadi
dilaksanakan mediasi, karena pihak tergugat tidak hadir,

Bahwa selanjulnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Fenggugat yang isinya tetap dipertahankan cleh Penggugat;
Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan
jawaban sebab Tergugat tidak hadir dalam pembacaan gugatan;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan afal bukti berupa
4 A Surat:
a. Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanolo
Kecamalan Boio Kabupaten Bima dengan |, Momor: 145/445/4/2015 Bukli
surat tersebut telsh diberi materei cukup dan telah dicocokan dengan

aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
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b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk 19.06 2/PW.01116/2015

Tanggal 10 Nepsmber 2016 yvang aslinya diksluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi
materei cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Oleh ketua majelis diberi tanda P2 ;

B Saksi:
1.H. Yasin bin Maman.Umur 58 tahun, Agama lslam, Pekerjaan.petani/
Ketua tokoh adat, tempat kediaman oi.REO1017 Desa Sanolo Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai

tetangga Penggugal dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi

keterangan sebagai berikut:

= Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

bertetangga ,

s« Bahwa Penggugat dan Terfgugat syuami ister sah

s Bahwa Penggugat bernama Hajnah binti Ibrahim dan tergugat bernama

Abakar bin Yasin;

« Bahwa sefelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah

milik bersama di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan setelah

menikah dikaruniai 6 grang anak;

e« Bahwa setahu saksi rumah tangga u rumah tangga FPenggugat dengan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi. sebab Tergugal suka minuman

keras, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga,

s« Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1

tahun yang lalu;;
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« Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh
saksi, dan keluarga namun tidak berhasil |

2 Wakub bin Azis, umur 51 tahun, agama lslam, pekerjaan Ketua BPDa, tempat
kediaman di RT17 RW.068 Desa Sanolo, Kecamatan Bolo Kabupatsn Bima,

Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Bapak kandung Fanggugat

dan Tergugat;, dibawah sumpahnya memberi keterangan ssbagal bensut
+ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugs® karsnz saksi
berstangga ;
= Bahwa Penggugat dan Tergugat syuami isteri sah
» Bahwa Penggugat bemama Hajnah binti Ibrahim dan terguc= t=m=ma
Abakar bin Yasin,
s Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat fingssf Sroman

” milik bersama di Desa Leu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dem ssi=i
menikah dikaruniai 6 orang anak;

« Bahwa setahu saksi rumah tangga u rumah tangga Pengguos! cemger
Terqugat sudah lidak harmonis fagi, sebab Tergugal suks mmames
keras, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga,

» Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal s=s==
tahwin yang falu;;

» Bahwa alas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasshs® ===
saksi, dan keluarga namun tidak berhasil
Bahwa Penggugat daiam kesimpulannya tetap dengan dalil gugaianny=

dan tetap dengan jawaban dan dupliknya |
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Selanjutnya uniuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
1 termuat dalam berila acara sidang ini merupakan bagian yang lidak
terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
ferimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
mika sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

fenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugatl dan buktl P
dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara
Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini temmasuk sengketa dibidang
perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk
kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal
04 Ayat (1) dan Pasal 4% Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1988 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momeoer 03 tahun 2006 dan Undang Undang
MNomar 50 tahun 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan dafil-dali gugatan Penggugal yang
telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah

terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
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sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-

undangan yang barlaku sebagaimana yang dimaksud alsh Pasal 2 Undang-
undang Momaor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Momor
9 tahun 1875 Jo Pasatl 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum lskem ;

Hukum islam;

Menimbang, bahwa Penggugal dalam surat gugatannys mendalilkan
bahwa anlara Penggugal dan Tergugal rumah langganya sudah lidak
harmonis lagi, karena Tergugat suka minuman keras, Terfgugat berkats kasar,
tergugat men7uduh Penggugat perempuan tidak baik dan Tergugat suka
mengancam Penggugat;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telsh berepays
menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil sshinggs
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tanoganva
sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugal tersebut, Tergugst tdak
dapal memberikan jawaban, karena pada saal pembacaan gugatan Tergugst
tidak hadir dalam persidanganm; 1

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas
maka dapal di konslalir perisliwanya babwa rumah langga Penggugal dan

Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisinzn

dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suika melakukan kekersanz
dalam rumah iangga, suka selingkuh dan minuman keras dean bahkan
sekarang telah nikah liar dengan wanita lain dan puncaknya telah pisan
tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan selama itu pula telah didamaikan

oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil |
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Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirtkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian
sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi
yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil
maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang
mempunyai nilai kekuatan pembuklian,

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang,
maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikul
1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus

MEneTrLs;

2. Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat suka melakukan kekerasan

dalam rumah tangga;

Led

Penggugal dan tergugat sudah pisah lempat tinggal selama 1 lahun yang
lalu;
4, Bahwa Penggugat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla-fakia tersebut di atas, maka patut
diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-
undang MNomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak

dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim
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berpendapat bahwa keutuhan rumah tanggs kedus belah pihak sudah tidak

dapat dipertahankan lagi |

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebaias pada
hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pads lkatan
bathin atau ikatan jwa yang mendalam yang terhujam dalam =albuhati
sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. Q5. Ar-Rum Ayat
(21), yang artinya; “Dan dianfara tanda-tanda kekyasaan-Nya ialah dia
mengiptakan untukme isti-istd dan jents mu sendid, supaya kamu cendsrung
dan merasa tenferam kepadanya dan dijagikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demilian ifu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum berpikir”;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga
dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama
proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain
tidak menggayahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda
bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada
lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugal untuk mengakhin perscalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dar segi kemaslahalan maka perceraian
pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup

terkatung-katung dalam perkawinanfrumah tangga yang sakit;

Hlm 10 s/d Hlm 15 Putusan Nomor; 162 3Pdt G201 6P A BM
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Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
ripa, WMajelis berpendapat jika tetap diperiahankan, maka bukan kebahagian
yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis
yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang
cukup adil untuk dijadikan jalan keluar,

Menimbang, bahwa Fasal 39 ayat (2} Undang-undang Mormor 1 tahun
1874 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami isted itu tidak akan hidup rukun sebagai suami
isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomaor 8 tahun 1975 Jo Pasal
116 huruf (fy Kompilasi Hukum [slam yang juga menyebutkan bahwa © "anfara
sttarni ist terus menerus legadi persedisihan dan penengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang
dialami oleh Penggugal sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap
suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat
seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam
Kitaly Ghoyatul darrom yasni:

D PO 1 [ s O TS o O SRR (1 PO L | [ S O b Bl
- fa g ilds a2 IO 0

Artinya: Diwaktu si Isii sudah sangat tidak senang lerhadap suarinya, maka
Hakim dapal menjaluikan latak s suainl (Kitab Ghovalul Marom ofel

Al Majdi)
Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran
terus menerus iU untuk tidak melibat siapa yang bersalab yang menjadi

penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar

Hlm 11 s/d Him |5 Potusan Nomor; 1623/Pdt G2016/PA BM
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rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi puls dalam perkars
a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, seria tidak serumah lagi/ sudsh tidak
satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan
pendapat Sayyid Sabig dalam Kitab Figh Sunnah Jilid Il halaman 188
o el Sy o llodly el Hdass Wik (SRl cdllalyesod o5 S
dmagetis POl s i)l Gae g g B p e 5 e Baleraa o Bl Y
g cazibl g st
Arlinya: “Bila telah tefap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang
menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik disniara
keduanya dan Hakim tidak dapal mendamaikannya, maka Hakim
dapat manjatuhkar talak suami tersebut dengan talak bain";
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat
Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih
pendapat tersebul menjadi pendapat sendiri dalam memuluskan perkara ini
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas
falu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara’ yang juga sebagaimana
yang telah dipstimbangkan di atas, maka iujuan Penggugat yang memohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatubkan talak satu bain sughra Tergugat
(A.Bakar bin Yasin) terhadap Penggugat { Hajnah binti lbrahim) telah
terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya
gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 118 ayat
(2} huruf [ €) Kompilasi Hukum [slam ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima

Hlm 12 s/d Hlm 15 Putusan Nomor; [623/Pde G201 6PA BM
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diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat

Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawal

Pencatat Nikakh di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara & guo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1585

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

MNormeor 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

tahun 2008, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A.Bakar bin Yasin)
terhadap Penggugat (Hajnah binti Ibrahim);

3. Memernntahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan
salinan putusan yang lelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Boloa Kabupaten Bima guna dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu,

4 Membebankan kepada Penggugatl uniuk membayar blaya yvang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000 [ empat ratus enam puluh enam
ribu rupiah};

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat psrmusyawaratan Majslis

Hakim pada hari ini senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan

dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama

Bima yang terdiri dari Mulyadi, 5.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus

Him 13 s/d Him 15 Putusan Nomor, 162 3PdLG2006/P A BM
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Sofwan Hadi dan M. Isna Wahyudi, S.H.l, M.S.l. masing-masing sebagai
anggela Majelis, pulusan mana pada hail v jugs divcapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai
ranitera  Pengganti  Pengaditan  Agama tersebut dengan dihadii oleh

Penggugat diluar hadimya Tergugat;

Hakim Anggota . Ketua Majelis
A PUETERAT L
i CPEMPEL
_f,../' 5;:;;‘&1E~.ﬁ.|}:-7-:nm1zan
oy . =
~dna. 9000 &t
Drs. M. Agus Sofwan Hadi Mulyadi, S5.Ag
Hakim Anggota,

M. lzna Wahyudi, S.H.L, M.S.1.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara |

1. Pendaftaran Rp.  30.000.-
2. Proses tRp.  50.000-
3. Pangugilan cRp. 375000 -

Hlrn 14 s/d Him 13 Patesan Nomor: [623/Pde G2016/P A BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



4, Redaksi Rp.  5.000-

5. Malberai CRo 68.000,.-

Jumlah Rp. 466.000,-

Fim 15 2/d Hlm 13 Putusan Nomor; 1623/PdL G201 6P A BM
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